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MOTO

“Lakukenlah apa yang menjadi kewajiban kita”

(Schiller)

Sumber; intisari, februari 1985
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RINGKASAN

Penulis dalam skripsi in1 mengambil judul “AKIBAT HUKUM BAGI
PEKERJA YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA
BORONGAN PADA PT. JENGGAWAH JAYA DI JEMBER. Hal ini
berdasarkan pada pembangunan yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia
dewasa ini adalah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Hakekat dari
pembangunan ini merupakan upaya terpenuhinya kebutuhan materiil dan
spirituil dan kebutuhan pokok manusia, maka kebutuhan pekerjaan merupakan
hal yang pokok karena dengan bekerja orang akan dapat memenuhi segala
kebutuhan tersebut, begitu juga dengan para pengusaha yang sangat
membutuhkan tenaga kerja dalam proses pengembangan usaha mereka.

Permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah
tentang latar belakang pekerja melakukan kerja borongan di PT. Jenggawah
Jaya, Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak, dan akibat
hukum bagi pekerja yang melakukan wanprestasi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang
melatarbelakangi pekerja melakukun kerja borongan di PT. Jenggawah Jaya,
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak, dan akibat
hukum bagi pekerja yang melakukan wanprestasi.

Metode dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, vaitu suatu
pendekatan dengan mengumpulkan data sekunder, yang dikaitkan dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Hal yang melatarbelakangi pekerja melakukan kerja borongan di PT
Jenggawah Jaya adalah suatu perjanjian kerja borongan vang telah dibuat dan
disepakati oleh masing-masing pihak serta berisi tentang sanksi-sanksi tertentu
Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melakukan sesuai
dengan isi perjanjian.

Hak hak dari pengusaha merupakan kewajiban dari pihak pekerja dan

begitu pula sebaliknya, kewajiban-kewajiban dari perusahaan merupakan hak-

®ii
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hak dar pekerja borongan. dalam perjanjian kerja borongan terscbut selain
berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak.
Juga mengatur tentang akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi
prestasi,
Bentuk-bentuk wanprestast yang dilakukan oleh pekerja pada PT.
Jenggawah Jaya adalah:
1) tidak melakukan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian;
2) terlambat dalam melakukan pekerjaan yang telah ditentukan dalam
perjanjian;
3) kesalahan suatu pekerjaan yang ditetapkan dalam perjanjian
Akibat hukum bagi pekerja borongan yang melakukan wanprestasi
pada PT. Jenggawah Jaya adalah:
pekerja yang tidak memenubi kewajibannya akan diberi sanksi
admimistrasi berupa;
a. Surat peringatan
b. Pemutusan hubungan kerja
Supaya tidak terjadi wanprestasi, maka hendaknya para pekerja dalam
membuat suatu perjanjian kerja borongan harus meneliti atau mencermati
terlebih dahulu apakah pekerjaan tersebut tidak menyulitkannya baik dari segi
waktu maupun dan segi kapasitas kerja sehingga dalam bekerja nantinya dapat
dilaksanakan dengan baik dan begitu pula dengan pihak perusahaan yaitu PT.
Jenggawah Jaya dalam memberikan suatu pekerjaan kepada pihak pekerja
harus disesuaikan dengan tenaga para pekerja, artinya menyuruh pekerja untuk
melakukan pekerjaan dalam batas yang wajar sehingga pekerjaan tersebut
dapat diselesaikan dengan baik, selain itu hendaknya pekerja melakukan

pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

i
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BAB 1 o Prpaketang
PENDAHULUAN et~ .3 447 |
1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia dewasa ini
adalah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Pembangunan ini
terutama ditujukan kepada rakyat kecil yang merupakan golongan terbesar dari
masyarakat Indonesia. Hakekat pembangunan untuk rakyat banyak inilah yang
merupakan upaya untuk terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual dan
kebutuhan pokok manusia, maka kebutuhan pekerjaan merupakan hal yang
pokok karena dengan bekerja orang akan dapat memenuhi segala kebutuhan
tersebut. Begitu juga dengan para pengusaha yang juga sangat membutuhkan
mercka scbagai tenaga kerja didalam rangka proses pengembangan usaha
mereka, Jadi, dalam hal ini ada semacam hubungan timbal balik yang
menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu pihak pengusaha dan pihak
tenaga kerja, sehingga secara otomatis terdapat hubungan kerja antara kedua
belah pihak.

Dalam rangka terjadinya hubungan kerja tersebut, terlebih dahulu
dibuat suatu perjanjian kerja antara kedua belah pihak yang pada hakekatnya
adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas
dari peraturan hukum yang ada dan tergantung dari persesuaian pernyataan
kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat
hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi
kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik, Rutten,
dalam Patrick 1994:46-47)

Perjanjian 1alah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji  untuk melaksanakan
suatu hal * (Subekti, 2001:1)

Perjanjian kerja berongan ini merupakan salah satu dari jenis perjanjian

sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang
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dijelaskan dalam pasal 1320 bahwa perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

—

kesepakatan antara kedua belah pihak;

2. kecakapan dalam membuat sesuatu:
3. adanya suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Prestasi merupakan
suatu kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang mengerjakan sesuatu atau
dinamakan debitur (dalam hal ini adalah tenaga kerja), sedangkan pihak yang
mempunyai hak untuk pemenuhan prestasi tersebut dinamakan kreditur (dalam
hal ini adalah pengusaha atau perusahaan), Apabila salah satu pihak udak
melakukan prestasi atau kewajiban yang telah diperjanjikan, maka ia dikatakan
telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi atau
kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Pada pokoknya sejak
perikatan atau perjanjian itu berlaku, kemudian salah satu pihak tidak
memenuhi prestasinya maka ia dinyatakan telah lalai atau wanprestasi, Pihak
yang telah melakukan wanprestasi tersebut akan menerima akibat hukumya
yang berupa hukuman atau sanksi yang berupa membayar ganti kerugian yang
diminta oleh pihak yang lain serta berkewajiban untuk mengerjakan sesuatu
seperti yang telah diperjanjikan.

Berkaitan dengan masalah wanprestasi atau tidak dipenuhinya prestasi
terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh debitur yang dalam hal im
adalah pekerja, dengan tidak memenuhi atau melaksanakan lugasnya dengan
baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak pengusaha
atau perusahaan beranggapan sebagai wanprestasi vang harus ada sanksi-
sanksi tertentu atau akibat hukum bila melanggamya, maka penulis mencoba
untuk membahas mengenai “AKIBAT HUKUM BAGI PEKERJA

WANPRESTAST DALAM PERJANJIAN KERJA BORONGAN PADA
PT. JENGGAWAH JAYA DI JEMBER”
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1.2 Ruang Lingkup

Penulis dalam penulisan skripsi ini memberikan batasan-batasan

pembahasan, vaitu :

1

hal yang melatarbelakangi pekerja melakukan kerja borongan di PT.
Jenggawah Jaya;
hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak;
akibat hukum dari pekerja yang melakukan wanprestasi,
Ruang lingkup penulisan skripsi ini dapat ditinjau dari dua bidang, yaitu

bidang hukum perdata yang membahas tentang wanprestasi yang dilakukan

oleh pekerja borongan di PT. Jenggawah Jaya dan bidang hukum perburuhan
vang membahas mengenai pekerja borongan pada PT. Jenggawah Jaya.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang di kemukakan dalam skripsi ini adalah:
apa yang melatarbelakangi pekerja melakukan kerja borongan di PT.
Jenggawah Jaya ?
apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing
pihak 7

apa akibat hukum bagi pekerja yang melakukan wanprestasi ?

1.4 Tujnan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

o]

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:
untuk memenuhi salah satu syarat pokok yang bersifat akademis guna
mencapal gelar Sacjana Hukum yang berlaku pada Fakultas Hukum
Universitas Jember;
untuk  mengembangkan pemikiran guna mengembangkan ilmu
pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni sehingga

dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berkepentingan.
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1.4.2 Tujuan khusus

1. untuk mengkaji dan menganalisa mengenai hal hal yang melatar belakangi
pekerja melakukan keija borongan;

2. untuk mengkaj dan menganalisa tentang hak-hak dan kewajiban masing-
masing pihak;

3. untuk mengkaji dan menganalisa tentang akibat hukum dari pekerja

borongan yang melakukan wanprestasi.

1.5 Metodologi
1.5.1 Pendekatan Masalah.

Memperoleh suwatu pembahasan sesuai dengan apa vang terdapat
didalam penulisan sebagai bahan analisis, penulisan skripsi in1 menggunakan
suatu metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan
mengumpulkan data sekunder, kemudian di kaitkan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai data yang mempunyai kekuatan
mengikat sehingga berguna sebagei dasar untuk memecahkan suatu

permasalahan yang di kemukakan.(Soemitro,1990:97)

1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi i adalah:

1. sumber Data Primer: yaitu data yang bersifat pokok yang di peroleh secara
langsung berupa keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dari
pihak-pihak yang terkait di PT. Jenggawah Jaya,

2. sumber Data Sekunder; yaitu data yang bersifat tambahan yang di peroleh
dari berbagai sumber kepustakaan berupa buku-buku litreratur, peraturan-

peraturan yang secara umum mengatur masalah yang di bahas dalam

skripsi ini,
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1.5.3 Metode Pengumpulan Data.
Pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan

cara;

1. Studi kepustakaan,
Yaitu' suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
membaca dan mempelajari literatur dan peraturaan perundang-undangan
yang berkaitan dengan materi skripsi inil_I(S{)emjtm, 1990:24) yaitu UU no
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan KUHPerdata yaitu tentang
perjanjian dan wanprestasi.

2. Wawancara atau interview,
Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan atau

berdialog secara langsung yang dilakukan secara sistematis dan terinci

kepada pihak-pihak yang terkait.

1.5.4 Analisa Data
Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
normatif deskriptif, yaitu suatu metode yang membandingkan ketentuan
perundang-undangan yang baik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan,
yang diperoleh dengan cara pengumpulan data hasil penelitian lapangan, studi
kepustakaan, untuk selanjutnya di tuangkan dalam bentuk uraian yang
logis.(Soemitro,1990:69)
Penulisan skripsi ini menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan
metode deduktif, yaitu dengan menggunakan pengetahuan yang bersifat umum

yang digunakan untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus.
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT Jenggawah Jaya adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang
pengolahan tembakau setengah jadi yang artinya bahwa pengolahan tembakau
tersebut melalui beberapa tahap, tahap pertama disebut dengan pengebiran,

yaitu dilakukan dengan cara membuka daun-daun tembakau lembar perlembar,
tahap kedua disebut dengan fermentasi atau yang disebut dengan stapel, vaitu
penyimpanan daun-daun tembakau pada ruangan khusus, tahap ketiga disebut
dengan sortasi, yaitu proses pewarnaan daun tembakau, dan tahap keempat
yaitu pengepakan, yaitu proses pengepakan tembakau yang akan di kirim atau
di pasarkan untuk di ekspor keluar negeri yang terletak di Desa Wonojati,
Kecamatan Jenggawah, Kabupaten lember. Perusahaan ini didirikan pada

tahun 1970 dengan nama CV. Ema Jaya, oleh almarhum H. Moehamad
Toekiman dengan bidang usaha perdagangan palawija. Pada tahun 1972 CV.
Ema Jaya memperluas usaha dengan perdagangan tembakau Bees Naa Oogst
dengan menyewa dua gudang tembakau sebagai tempat penyimpanan
sekaligus tempat proses produksi. Sejak tahun 1975 CV. Erna Jaya menjadi
perusahaan koordinasi pemasaran PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
untuk ekspor tembakau Bees Naa Ooghis.

CV. Ema Jaya pada tahun 2002 diubah menjadi PT. Jenggawah Jaya
vang bergerak dalam bidang ekspor tembakau dengan tujuan pemasaran
negara-negara seperti Brazil, Kanada, Amerika, Jerman dan Singapura.

PT. Jenggawah Jaya mempunyai kurang lebih 360 pekerja yang terbagi
atas beberapa status pekerja, yaitu pekerja tetap yang berjumlah 20 orang dan
pekerja tidak tetap yang berjumlah 340 orang, Pekerja tetap vyaitu pekerja
pimpinan dan pekerja bulanan tetap. Pekerja tidak tetap adalah pekerja

borongan.
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PT. Jenggawah Jaya telah memberikan syarat-syarat tertentu bagi setiap
calon pekerja, syarat-syarat tersebut antara lain:
I, surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
2. menunjukkan surat berkelakuan baik dari Kepolisian Negara;
3. menyerahkan surat lamaran yang di tuwjukan kepada pimpinan PT.
Jenggawah Jaya, |

4. batas usta munimal 19 tahun

Pekerja yang telah diterima oleh PT. Jenggawah Jaya terikat dalam
perjanjian kerja yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta

sanksi-sanksi dari masing masing jika terjadi wanprestasi. Pekerja yang sudah

mengadakan perjanjian kerja tersebut wajib menaati peraturan yang telah di
tetapkan oleh perusahaan dan bila ada pekerja yang melakukan pelanggaran
atas pelaksanaan peraturan tersebut, maka hagi pekerja tersebut akan di kenai

sanksi- sanksi tertentu yang telah tertera dalam perjanjian yang telah mereka
sepakati.

2.2 Dasar Hukum

A. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1. Pasal 1233
“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena
undang-undang”.

2. Pasal 1234
“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, atau untuk berbuat
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

3. Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih”
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Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat:
1. sepakat mereka yang mengikatkan diri,

i.  kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

1. suatu hal tertentu,

. suatu sebab yang halal.
Pasal 1337

“Suatu sebab yang halal adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-

undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum®,
Pasal 1338

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagl yang membuatnya.”
Pasal 1601

Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si
pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan
bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu
harga vang ditentukan.

Undang-undang no 13 Tahun 2003,

Pasal | ayat (2),

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan
guna menghasilkan barang-barang atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pasal 1 ayat (3).

Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dengan bentuk lain

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl No.Kep-105/Men/2000,

Pasal 22

Besarnya uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
ditetapkan paling sedikit sebagai berikut:

a. Masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah:

b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah;
¢. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah;
d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah;
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e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah;
f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah:
g. Masa kerja 6 tahun atau lebih 7 bulan upah.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja
Menurut pasal | ayat (2) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan :
“Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan

sendiri maupun untuk masyarakat™,

Menurut pasal | ayat (3) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan “Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain™,

Tenaga kerja bisa juga diartikan berupa “Seseorang yang bekerja pada
orang lain atau badan hukum dengan menerima upah™ (Soepomo,1992:28).

Pengertian lain tentang tenaga kerja juga diartikan sebagai “Tenaga
kerja (manpower) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja yang
sedang mencari pekerjaan, yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah
dan mengurus rumah tangga” (Simanjuntak dalam Sendjun,1990:3)

Berdasarkan pengertian-pengertian tenaga kerja tersebut diatas, maka
terdapat unsur-unsur tenaga kerja, vaitu:

I) orang yang melakukan pekerjaan;
2) berdasarkan hubungan kerja atau diluar hubungan kerja;
3) menghasilkan barang atau jasa;

4) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kerja Borongan
Menurut pasal 1601 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si
pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan
bagi pihak yang lain | pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu
harga yang di tentukan.

Pemborongan pekerjaan juga bisa diartikan sebagai :
“Pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak
yang satu, st pemborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga
tertentu yang telah di tentukan™ (Djumialdji, 1991:1)

Ketentuan perjanjian kerja borongan dalam suatu hubungan hukum
menjelaskan bahwa : Suatu perjanjian antara seseorang (pihak yang
memborongkan perusahaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu
hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu
Jumlah uang sebagai harga borongan (Subekti,1979:29).

Definisi-definisi tersebut tidak menyebutkan bagaimana caranya
pemborong mengerjakannya tidaklah penting bagi pihak pertama tersebut,
karena yang dikehendaki adalah hasilnya yang akan diserahkan kepadanya
dalam keadaan baik dalam suatu jangka waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian tersebut.

2.3.3 Sifat dan Bentuk Perjanjian Kerja Borongan.

Perjanjian kerja borongan bersifat konsensual artinya perjanjian kerja
borongan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak
yaitu yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai pembuatan
suatu karya dan harga borongan atau kontrak.

Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara kedua
belah pihak tersebut apa yang dikehendaki oleh pihak yang pertama adalah
yang dikehendaki oleh pihak yang lain. Meskipan tidak sejurusan tetapi secara
timbal balik, kedua belah pihak itu bertemu satu sama lain(Subekti,2001:26).
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Adanya kata sepakat tersebut menjelaskan bahwa perjanjian borongan
mengikat kedua belah pihak, artinya pihak satu tidak dapat membatalkan
perjanjian kerja borongan yang telah mereka sepakati bersama tanpa
persetujuan pihak lainnya. Jika perjanjian kerja dibatalkan atau diputuskan
secara septhak, maka pihak lain dapat menuntutnya.

Perjanjian borongan bentuknya bebas, artinya perjanjian pemborongan
dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.

Perjanjian borongan dengan harga borongan kecil, biasanya dibuat
secara lisan, sedangkan apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga
borongan yang agak besar maupun yang besar, biasanya perjanjian borongan
dibuat secara tertulis baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta
autentik (akta notaris).

Perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah seperti proyek
perbaikan jalan raya, pembangunan gedung-gedung, pembuatan jembatan dan
lain sebagainya biasanya dibuat secara tertulis yang dituangkan daiam bentuk
formulir-formulir tertentu. Perjanjian yang dibuat dengan formulir-formulir
tertentu disebut dengan perjanjian standar. Perjanjian pemborongan dibuat
dengan perjanjian standar, karena hal ini menyangkut keuangan Negara yang
besar jumlahnya dan untuk melindungi keselamatan umum. Arti perjanjian
standart adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan peraturan standart atau
yang sesuai dengan peraturan baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan standar untuk perjanjian pemborongan vaitu. AV 1941
(singkatan dari Algemene Voorwarden Voor de Unitvoering bij anneming van
open bare werken in Indonesia) artinya syarat-syarat umum untuk pelaksanaan
pemborongan pekerjaan umum di Indonesia.

AV 1941 terdiri dari 3 (tiga) bagian
1. bagian kesatu tentang syarat-syarat administrasi:

2. bagian kedua tentang syarat-syarat bahan;

3. bagian ketiga tentang syarat-syarat tehnis.
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Cara menyertakan peraturan standart (AV 1941) dalam perjanjian
pemborongan sebagai perjanjian standart adalah sebagai berikut ;
1) dengan penunjukan yaitu dalam perjanjian standart yang dimuat ketentuan
yang menunjuk peraturan standar;
2) dengan menandatangani yaitu peraturan standar dirumuskan dalam

perjanjian standar (Djumialdji, 1995:6)

2.3.4 Jenis dan Isi Perjanjian Kerja Borongan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenal adanva dua macam
perjanjian pemborongai, yaitu:
| perjanjian pemborongan dimana pemborong hanya melakukan pekerjaan

saja;
2. perjanjian pemborongan dimana pemborong selama melakukan pekerjaan
Juga menyediakan bahan-bahannya (materialnya)(Djumialdji,1995:8-9).

Perbedaan kedua macam perjanjian pemborongan tersebut dalam hal
resiko kalau terjadi overmacht atau keadaan memaksa. Dalam perjanjian
pemborongan dimana pemborong hanya melakukan pekerjaan saja, apabila
pekerjaan itu musnah sebelum di serahkan, maka pemborong hanya
bertanggung jawab atas kesalahannya saja. Dalam perjanjian pemborongan
dimana pemborong selain melakukan pekerjaan juga menyediakan bahan-
bahannya, apabila pekerjaan itu musnah sebelum di serahkan, maka
pemborong bertanggung jawab baik karena kesalahannya maupun bukan
karena kesalahannya, kecuali jika pihak yang memborongkan telah lalai
menerima pekerjaan tersebut.(Djumialdji, 1995:9)

Isi dari perjanjian borongan didalam kitab Undang-undang Hukum
Perdata tidak ditentukan, maka para pihak yang telah membuat perjanjian
tersebut harus sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang
disebutkan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

yang mengandung pengertian:
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orang bebas membuat perjanjian maupun tidak membuat perjanjian.
orang bebas menentukan is1 dari perjanjian .

orang bebas menentukan bentuk dari perjanjian

orang bebas menentukan hukum yang berlaku bagi perjanjian tersebut.

Kebebasan tersebut diatas, dibatasi yaitu:tidak dilarang dengan undang-

undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, hal im

sesual dengan yang disebutkan dalam pasal 1337 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (Djumialdji,1995:9)

Keppres nomor 16 tahun 1994 mengenai isi perjanjian borongan

ditentukan sebagai berikut:

1.

akta bawah tangan isinya terserah pada yang memborongkan (tidak diatur
dalam keppres 16 tahun 1994);
surat perintah kerja (SPK), vang isinya sekurang-kurangnya harus memuat
pasal 22 ayat (1) Keppres 16 tahun 1994,

Pihak yang memerintahkan dan yang menerima perintah pelaksana
pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.
a. pokok pekerjaan yang harus dilaksanakan;
b. harga tetap dan pasti serta syarat-syarat pembayarannya;
C. persyaratan dan spesifikasi tehnis;
d. jangka waktu penyelesaian atau penyerahan;

¢ sanksi dalam hal penyelesaiannya tidak memenuhi kewajibannya.

Surat perjanjian pemborongan atau kontrak isinya sekurang-kurangnva

harus memuat (pasal 22 ayat(3) keppres 16 tahun 1994):

a. pokok vang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis
dan jumlahnya;

b. harga yang tetap dan pasti, serta syarat-syarat pembayarannya;

¢. persyaratan dan spesifikasi yang jelas dan terperinci,

d. jangka waktu penyelesaian atau penyerzhan, dengan disertai jadwal

waktu penyelesaian atau penyerahan yang pasti serta svarat-syarat
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penyerahannya;

. jaminan tehnis atau hasl pekerjaan yang dilaksanakan:

£

sanksi dalam hal rekanan jika tzrnyata tidak memenuhi kewaibannya;

penyelesaan perselisihan;

5

status hukum:

1. hak dan keweajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian yang
bersangkutan,;

J.  penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri secara tegas

dirinci dalam lampiran kontrak.(Djumialdji, 1995:9-10)

Surat perjanjian borongan atau kontrak yang jangka waktunya lebih dari
I(satu) tahun dapat memuat rumusan mengenai penyelesaian harga
kontrak(price adjusment). Dalam surat perjanjian borongan atau kontrak dapat
dimuat ketentuan mengenai pembayaran uang muka yang sebelumnya telah
ditetapkan dalam dokumen lelang.

Dalam hal rekanan golongan ekonomi lemah memperoleh pekerjaan
pengadaan barang atau jasa dengan kelonggaran 10% (sepuluh persen)maka
dalam surat perjanjian borongan atau kontrak dicantumkan bahwa:
| pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh rekanan vang ditunjuk

dan dilarang diserahkan kepada pihak lain;

2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan (a) dilanggar,
maka kontrak pengadaan barang atau jasa tersebut dibatalkan dan rekanan
golongan ekonomi lemah yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar
rekanan golongan ekonomi lemah dan DRM (Daftar Rekanan Mampu).

Pengadaan barang atau jasa apabila yang terpilih adalah rekanan yang
tidak termasuk golongan ekonomi lemah, maka dalam surat perjanjian
pemborongan atau kontrak dicantumkan bahwa:

a. rekanan wajib bekerja sama dengan rekanan golongan ekonomi lemah

setempat, antara lain dengan subkontraktor atau leveransir barang, bahan

dan jasa;
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dalam melaksanakan huruf (a). rekanan yang terpilih tetap bertanggung
Jawab atas sebuah pekerjaan tersebut

bentuk kerja sama tersebut adalah hanva untuk sebagian pekerjaan saja
dan tidak dibenarkan untuk mensubkontrakkan lebih lanjut dan atau/
mensubkontrakkan seluruh pekerja;

membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan sebagaimana
dimaksud dalam haral a termasuk pelaksanaan pembayarannya dan
disampaikan kepada kantor atau satuan kerja atau pemimpin proyek atau
pemimpin bagian proyek yang bersangkutan;

apabila rekanan yang bersangkutan tidak melaksanakan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, disamping kontrak akan batal,
rekanan yang bersangkutan dikeluarkan dari DRM (Daftar Rekanan
Mampu)

Persamaan dan perbedaan antara Surat Perintah Kerja (SPK) dengan

surat perjanjian borongan atau kontrak adalah:

l.

Persamaannya;

Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) mempunyai kedudukan yang sama
dengan surat perjanjian borongan atau kontrak

Perbedaannya:

Surat Perintah Kerja (SPK), hanya memuat ketentuan-ketentuan secara
garis besar saja, sedangkan surat perjanjian borongan atau kontrak memuat
ketentuan-ketentuan yang rinci, lengkap dan cliIampiﬁ rencana-rencana
dan syarat-syarat kerja (RKS)

Surat perjanjian kerja perlu mendapat perhatian khusus sebab dalam

praktek ada juga istilah surat perjanjian borongan atau kontrak. Surat

keputusan (gunning) sebagai yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan
barang dan atau jasa.

Surat perjanjian kerja tersebut diatas berisi perintah dari yang

memborongkan agar pemborong segera melaksanakan pekerjaannya dalam

waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu sebulan. Mengenai 1si Surat
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Perjanjian Kerja yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Surat

Perjanjian borongan atau Kontrak namun kedudukan Surat Perjanjian Kerja ini

tetap tidak sama dengan Surat Perjanjian borongan atau Kontrak.

2.3.5 Berakhirnya Perjanjian Borongan.

+2

Perjanjian borongan dapat berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
perjanjian telah diselesaikan oleh pemborong setelah masa pemeliharaan
selesai atau dengan kata lain pada penyerahan kedua dan harga borongan
telah dibayar oleh pihak yang memborongkan;

Perjanjian borongan mengenal adanya 2 macam penyerahan yaitu:

4. penyerahan pertama yaitu : penyerahan pekerjaan fisik setelah selesai
100%;

b. penyerahan kedua vyaiiu penyerahan pekejaan setelah masa
pemeliharan selesai, (Djumialdji, 1996:14)

pembatalan perjanjian borongan, menurut pasal 1611 KUHPerdata,

menyebutkan bahwa:

Pihak yang memborongkan, jika dikehendakinya demikian, boleh
menghentikan pemborongannya. meskipun pekerjaannya telah dimulai,
asal 1a memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada si pemborong untuk
segala biaya yang telah dikeluarkannya guna pekerjaannya serta untuk
keuntungan yang terhilang karenanya.

kematian pemborong, menurut pasal 1612 KUHPerdata, yang
menyebutkan bahwa:

pemborongan pekerjaan berhenti dengan meninggalnya si pemborong
kepailitan;

pemutusan perjanjian borongan;

pemutusan perjanjian borongan ini karena adanya wanprestasi, pemutusan
perjanjian borongan ini untuk waktu yang akan datang akan tetap di bayar,
persetujuan kedua belah pihak. (Djumialdji, 1995:20-22)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

2.4 Pengertian Akibat Hukum

Hubungan hukum dalam suatu perbuatan akan menimbulkan akibat
hukum. Akibat hukum berarti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari
suatu pekerjaan, keputusan, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya,
berakibat atau berkesudahan, sedangkan mengakibatkan adalah menyebabkan
atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu. mendatangkan akibat,
sedangkan akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari hubungan
hukum (Sudarsone, 2002:24)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa akibat hukum ialah segala akibat yang
terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum
terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain vang disebabkan karena
kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah
ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum ( Halim,1998:30)

2.5 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda vaitu
wanprestatie yang artinya tidak memenuhi kewajiban vang telah ditetapkan
dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun yang
timbul karena undang-undang. Tidak di penuhinya kewajiban itu ada dua
kemungkinan ukurannya. vaitu:
I.  karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian:
2. karena keadaan yang memaksa atau Jorcemajeure, jadi diluar kemampuan

debitur, debitur tidak salah (Muhammad, 1992:20).
Arti lain dari wanprestasi adalah :

keadaan wanprestasi itu tidak selalu bahwa seorang debitur tidak dapat
memenuhi sama sekali seluruh prestasi melainkan dapat juga dalam hal
seorang debitur tidak tepat waktunya untuk memenuhi prestasi atau
dalam memenuhi prestasi tidak dengan baik, berdasarkan uraian itu,
dapat dikatakan bahwa bentuk wanprestasi itu ada tiga, vaitu:

I tidak memenuhi prestasi sama sekali:

2. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

3. memenuhi prestasi tetapi tidak baik.(Suprapto,1984:43).
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa wanprestasi merupakan perkataan dari
keadaan suatu prestasi,dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal
vang  harus  dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian
(Projodikoro,2000:49)

Wujud wanprestasi dalam suatu perjanjian berupa tiga macam, yaitu:

I pthak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji;

2. pihak berwajib terlambat dalam melaksanakannya;

3. pihak berwajib melaksanakannya tetapi tidak secara yang semestinya atau
tidak dengan sebaik-baiknya (Djumialdji,1993:44).

Wanprestasi secara umum adalah apabila si berhutang atau debitur tidak
melakukan apa yang dijanjikannya, ia alpa atau lalai atau ingkar janji. atau ia
Jjuga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu vang tidak
boleh dilakukannya, Wanprestasi tersebut dapat berupa empat (4) macam,
yailu;

1) tdak melakukan yang disanggupi apa yang di lakukannya;

2) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana vyang
dijanjikannya;

3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat:

4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
(Subekt,2001:45),

Pengertian wanprestasi pada dasamya adalah sama, yaitu seseorang
dalam hal ini adalah debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak
memenuhi prestasinya terhadap seseorang yang lain yaitu kreditur.

Menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi
perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai
tidak memenuhi prestasi.

Seorang debitur dikatakan dalam keadaan wanpresatasi, perlu
diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu
pelaksaaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu

pelaksanaan  pemenuhan prestasi tidak ditentukan, kreditur perlu
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memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah
ditentukan tenggang waktunya. menurut ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggarg
waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Debitur dalam hai ini perlu diberi peringatan baik secara lisan maupun
tertulis vang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam
waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya,
debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga
dialakukan secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan
melalui pengadilan negeri yang berwenang yang kemudian disebut Sommatie.
Pengadilan negeri dengan perantara juru sita menyampaikan surat peringatan
tersebut kepeda debitur yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan
tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan
sendin oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan

tersebut dinamakan /ngebreke Stelling.

2.6 Pengertian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Borongan

Perjanjian Kerja borongan seperti juga halnya dengan perjanjian-
perjanjian pada umumnya, sangat mengandung resiko untuk terjadinya suatu
wanprestasi, sebagai akibat dar wanprestasi tersebut, maka pihak yang
menderita kerugian dapat melakukan tuntutan terhadap pihak yang wanprestasi
ke pengadilan.

Perjanjian kerja borongan merupakan perjanjian yang ditentukan
waktunya, maka bila semua pckerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak untuk diselesaikan, maka perusahaan wajib memenuhi prestasinya sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati tadi, begitu pula sebaliknya. Perjanjian
kerja borongan tersebut termasuk perjanjian timbal balik, oleh karena itu
wanprestasi  dapat dilakukan oleh pihak perusahaan maupun pekerja,

wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja adalah sebagai berikut:



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1)

2)

3)

20

Jika pekerja tersebut terlambat dalam melakukan pekerjaannya,
Jika pekerja tersebut memberikan pekerjaannya kepada pihak lain tanpa
sepengetahuan perusahaan maka pekerja tidak dapat melanjutkan
pekerjaannya atau batas maksimal denda telah dilampaui, maka pihak
perusahaan dapat membatalkan perusahaan tersebut;
Jika kesalahan pekerja adalah dalam hal hasil kerjanya, maka ganti ruginya
adalah biaya untuk memperbaikinya.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pengusaha, vaitu:
apabila perusahaan tidak dapat memberikan perlindungan terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya,
apabila perusahaan tidak dapat memberikan upah atau gaji vang layak
pada pekerjanya sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya,
apabila perusahaan tidak memberikan hak-hak kesejahteraan para pekerja
dan keluarganya.
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BAB 1
PEMBAHASAN

3.1 Hal yang Melatarbelakangi Pckerja Melakukan Kerja Borongan di
PT. Jenggawah Jaya.

Hal yang melatarbelakangi pekerja dalam melakukan kerja borongan di
PT. Jenggawah Jaya Jember tidak lain adalah karena adanya suatu perjanjian
kerja borongan yang telah dibuat cleh kedua belah pihak vaitu pihak
perusahaan yaitu PT. Jenggawah Jaya dan pihak pekerja borongan yaitu: CV.
Utama Java.

Suatu perjanjian vang di buat olech kedua belah pihak yang
berkepentingan dapat dikatakan sah dan berlaku mengikat para pihak secara
hukum, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam
pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata vang terdiri atas:
|. Adanya kata sepakat bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut.

Yang dimaksudkan dengan kesepakatan adalah kedua belah pihak yang
mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai
hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan, apa yang dikehendaki pihak
yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain (Subekti, 2001:17) .
Dalam hal ini pihak PT Jenggawah Jaya sebagai pihak pertama dengan
CV. Utama Jaya sebagai pihak kedua
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan yang dimaksud adalah para pihak yang membuat perjanjian
harus telah memenuhi syarat kecakapan sebagaimana telah ditentukan oleh
undang-undang, dalam hal ini pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata yaitu telah berumur 21 tahun atau belum 21 tahun tetapi telah dan
pernah kawin, tidak termasuk orang vang sakit ingatan atau bersifat

pemboros yang oleh karena itu oleh pengadilan diputuskan dibawah
pengampuan.

21
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Adanya suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa vang
diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika
timbul suatu perselisihan (Subekti 1990:19).

Barang yang dimaksud dalam perjanjian atau obyek dalam perjanjian
adalah sesuatu yang konkret dan telah disesuaikan jenisnya.

Adanya suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal yang dimaksud adalah suatu perjanjian haruslah berisi
suatu perjanjian tertentu yang mana isi perjanjian tersebut tidak boleh
bertentangan dengan kesusilaan, (Subekti 1990:21).

Dalam pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyebutkan
bahwa :

“Suatu sebab yang halal adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-
undang. atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

Selain adanya syarat sahnya suaiu perjanjian , terdapat juga dalam

perjanjian tersebut asas-asas atau beberapa asas yang penting, asas- asas

tersebut adalah sebagai berikut:

Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian
apa saja, walaupun belum atau tidak diatur oleh undang-undang namun
dalam asas ini tetap dibatasi vaitu tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang, kepentingan umum dan kesusilaan (Muhammad,
1992:82).

Asas itikad baik

Sctiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad
baik subyektf dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif diartikan
sebagal kejujuran sescorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum
yang terletak dalam setiap batin seseorang pada waktu dalam melakukan
suatu perjanjian tersebut. Itikad baik obyektif adalah pelaksanaan

perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa vang
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dirasakan sesuai dengan yang patut di masyarakat (Muhammad, 1992:85).
3. Asas konsensualisme
Perjanjian itu terjadi (ada) sejak tercapainya kata sepakat antar pihak-
pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah ada atau sah sejak saat kata
sepakat antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian (Muhammad,
1992:86). |
Perkataan konsensualisme berasal dari perkataan latin consensus yang
berarti sepakat. Asas knsensualisme bukanlah berarti untuk suatu
perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini adalah suatu semestinyd,
suatu perjanjian juga dinamakan pesetujuan, berarti kedua belah pihak
sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.
Arti asas konsensualisme ialah pada dasarmya adalah perjanjian atau
perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik
tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah
apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah
diperlukan sesuatu formalitas (Subekti,2001:15).
4. Asas kekuatan mengikat
Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya
suatu perjanjian. Asas ini berarti bahwa perjanjian dibuat untuk ditaati
oleh pihak-pihak yang membuatnya. Dalam hukum positif Indonesia asas
ini dilihat dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang
mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat
pihak-pihak vang membuatnya sebagai undang-undang (Muhammad,
1992:86).

Perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak itu sah dan
mempunyai kekuatan hukum, maka didalamnya harus memuat hal-hal yang
tersebut diatas atau syarat sahnya beserta asas-asas yang berlaku dalam suatu
perjanjian,

Selain hal-hal yang tersebut diatas, ternyata masih ada unsur-unsur lain

dari perjanjian kerja yang harus dipenuhi bagi mercka yang membuat
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perjanjian tersebut. Suatu perjanjian kerja baru ada manakala didalam

perjanjian tersebut telah memenuhi 4 (empat) syarat, yang berupa unsur-unsur

kerja vaitu:

d.

Adanya unsur work atau pekerjaan

Di dalam suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada suatu pekerjaan yang
diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian
kerja tersebut. Pekerjaan mana yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri,
haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja vang telah
mereka sepakati. Pekerja yang melaksanakan pekerjaan atas dasar
perjanjian kerja tersebut, pada dasanya wajib melaksanakan sendiri, Sebab
apabila para pihak itu bebas untuk melaksanakan pekerjaan itu untuk
dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukannya,
akibatnya hal tersebut akan sulit dikatakan sebagai pelaksanaan dari
perjanjian kerja, hal ini diatur dalam pada pasal 4 Peraturan Pemerintah
nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah yang menyatakan bahwa
upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan.

Ketentuan tersebut diatas bisa disebut When Do Not Work,Do Not Get
Pay. Maksud dari kalimat tersebut adalah jika seseorang tidak mau
bekerja, maka berarti seseorang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan
upah. Walaupun demikian didalam pelaksanaannya, Jika seseorang atau
pihak pekerja sewaktu-waktu akan melaksanakan pekerjaan sebagai
implementasi dari isi vang tercantum dalam perjanjian kerja akan tetapi
berhalangan, maka ketentuan tersebut dapat dikesampingkan, yaitu dalam
pelaksanaannya ternyata pekerjaan tersebut diwakilkan atau digantikan
oleh orang lain. Sepanjang sebelumnya telah diberitahukan dan mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain yaitu majikan.

Adanya unsur service atau pelayanan

Dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi
adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja haruslah tunduk dibawah

perintah orang lain, si majikan atau si pemberi kerja. Adanya ketentuan
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tersebut menunjukkan bahwa seorang dalam melaksanakan pekerjaannya
berada dibawah wibawa orang lain yaitu si majikan.

Adanya unsur time atau waktu tertentu

Dalam melaksanakan hubungan kerja tersebut, haruslah dilaksanakan
sesual dengan waktu vang telah ditentukan dalam perjanjian ataupun
peraturan  Perundang-undangan. Oleh karena itu dalam melakukan
pekerjaannya pekerja tidak boleh melakukan sekehendak dari si majikan
dan juga tidak boleh dilakukan dalam seumur hidup. Pekerjaan yang
dilakukan selama hidup dari pekerja itu, disini pribadi manusia akan
hilang, sehingga timbullah apa yang dinamakan perbudakan dan bukan
perjanjian kerja. Pelaksanaan pekerjaan tersebut disamping harus sesuai
dengan isi dalam perjanjian kerja, juga sesuai dengan kehendak majikan.
Dengan kata lain dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya si buruh tidak
boleh bekerja dalam waktu seenaknya saja, akan tetapi harus dilaksanakan
sesual dengan waktu yang telah ditentukan pada perjanjian kerja dan juga
pelaksanaan pekerjaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan, kebiasaan setempat dan ketertiban umum.

Adanya unsur pay utau upah

lika sescorang vang bekerja dalam melaksanakan pekerjaannya bukan
bertujuan untuk mendapat upah, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut sulit
untuk dikatakan sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerja. Selanjutnya,
Jika seseorang tersebut bertujuan untuk mendapat manfaat bagi diri si
pekerja dan bukan bertujuan untuk mancari upah, maka unsur ke empat
dalam surat perjanjian itu vaitu unsur pay tidak terpenuhi. Dengan
demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa walaupun ketiga unsur
telah terpenuhi akan tetapi unsur ke empat tidak terpenuhi, maka
hubungan tersebut bukan merupakan implementasi dari pelaksanaan dan
perjanjian kerja. Upah maksudnya adalah imbalan prestasi yang wajib
untuk dibayar oleh majikan untuk perjanjian itv (M.G Root dalam
Djumiadi,1992:28-32)
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Pekerja diharuskan memenuhi prestasi yaitu melakukan pekerjaan
dibawah perintah orang lain maka majikan sebagai pihak pemberi kerja wajib
pula memenuhi prestasinya berupa pembayaran atas upah. Dalam hal
menguraikan tentang upah adalah merupakan kewajiban yvang esensial dari
majikan. Juga merupakan suatu hubungan kontraktual antara penerima kerja
vaitu si buruh dengan pemberi kerja yaitu si majikan.

Jadi, hal yang melatarbelakangi pekerja borongan dalam melakukan
kerja borongan di PT. Jenggawah Java dengan pihak perusahaan adalah suatu
perjanjian borongan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.
Perjanjian borongan pada PT. Jenggawah Jaya meliputi pekerjaan pada bidang;
pengebiran, fermentasi, sortasi, dan pengepakan. |

3.2 Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban dari Masing-Masing Pihak di
PT. Jenggawah Jaya,

Terjadinya perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara
buruh dengan pihak perusahaan yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban-
kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan
kewajiban dari pihak yang lainnya dan begitu pula sebaliknya kewajiban pihak
yang satu merupakan hak bagi pihak yang lainnya. (Djumialdji, 1997:30).

Perjanjian kea yang dibuat di PT Jenggawah Jaya juga akan
mengakibatkan bahwa masing-masing pihak akan terikat dengan perjanjian
kerja tersebut dan disitulah timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan biasanva dapat
kita lihat dalam perjanjian kerja vang dibuat antara perusahaan dan tenaga
kerja. Isi perjanjian kerja yaitu pokok persoalan, tegasnya pekerjaan yang
diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam
undang-undang tentang ketertiban umum atau dengan tata susila masvarakat
(Soepomo, 1992:59).

Secara positif isi perjanjian kerja adalah dengan sendirinya kewajiban-

kewajiban dan hak-hak pekerja serta kewajiban-kewajiban dan hak-hak



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

27

majikan yang berpangkal dalam melakukan pekerjaan dan pembayaran upah ,
seringkali kewajiban pihak yang satu tersimpul dalam hak pihak yang lainnya
dan pihak yang satu tersimpul dalam kewajiban pihak vang lain (Soepomo,
1992:60).

Sebelum membicarakan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban
perusahaan dan pekerja di PT. Jenggawah Jaya , maka akan dibicarakan
terlebih dahulu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan dan
tenaga kerja pada umumnya.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dibagi sebagai berikut :

a. Kewajiban-kewajiban pihak pekerja (tenaga kerja)

l. Buruh wajib melakukan pekerjaan
Dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja, pada
prinsipnya wajib dilakukan sendiri. Akan tetapi karena alasan-alasan
tertentu, ketentuan tersebut bisa dikesampingkan.

2. Buruh wajib mentaati aturan dan petunjuk majikan :
Buruh dalam melakukan pekerjaannya wajib mentaati perintah yang
diberikan oleh majikan, Aturan dan kewajiban mana ditetapkan antara
lain ditujukan untuk peningkatan tata tertib dan ketenangan dalam
bekerja pada suatu perusahaan.

3. Kewajiban untuk membayvar ganti rugi dan denda :
Jika pekerja atau buruh dalam melakukan pekerjaan, akibat
kesengajaannya atau karena kelalainnya sehingga menimbulkan
kerugian, kerusakan, kehilangan atau lain kejadian yang sifatnnya
tidak menguntungkan atau merugikan majikan. Atas kejadian tersebut,
resiko vang timbul menjadi tanggung jawab si pekerja. Dengan
catatan jika kejadian tersebut karena adanya unsur kesengajaan atau
kelalaian dari si pekerja.

b. Kewajiban-kewajiban dari pithak majikan
. Kewajiban untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu

Kewajiban majikan itu harus dilaksanakan sebijaksana mungkin,
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vaitu:

a.  apa yang scbenamya berdasarkan ketentuan hukum harus
dilakukan, dibiasakan untuk dilakukan dengan sebaik-batknya;

b. apa yang sebenamya berdasarkan ketentuan hukum harus dicegah
atau dihindari dibiasakan utuk dilakukan pencegahannya dengan
penuh ketaatan. |

Kewajiban untuk memberikan istirahat tahunan.

Dalam pasal 1602 v KUHPerdata Jo PP No. 21 Th 1959 tentang

istirahat tahunan vaitu bahwa pihak majikan diwajibkan untuk

mengatur pekerjaan sedemikian rupa, sehingga disatu pihak hak cuti
atau istirahat bias diberikan secara teratur dan di pihak lain jalannya
produksi dari suatu perusahaan tidak terganggu.

Kewajiaban megurus perawatan dan pengobatan.

Pasal 1602 x menentukan bahwa majikan wajib mengurus perawatan

dan pengobatan, jika si buruh yang bertempat tinggal padnya

menderita sakit atau kecelakaan,

Kewajiban memberikan surat keterangan.

Hal ini wajib dilakukan dan sangat penting agar si pekerja mempunyal

bukti surat pengalaman kerja, jabatan yang pernah diduduki dan

keahlian yang pernah ia miliki.

Kewajiaban majikan untuk memperlakukan sama antara pekerja pria

dan wanita,

Kewajiban membayar upah.

Dalam suatu hubungan kerja kewajiban yang paling utama bagi pihak

majikan adalah membyar upah buruh sebagai hasil jerih payah buruh

selama melakukan pekerjaan bagi majikan,

Pembayaran upah tersebut harus tepat pada waktunya sebagi akibat

langsung dari pelaksaaan perjanjian kerja. Ketentuan ini ditegaskan

dalam pasal 1602 KUHPerdata yang berbunyi - “ Majikan wajib
membayar upah kepada buruh pada waktu yang ditentukan “.
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Hak-hak dan kewajiban-kewajiban  tenaga kerja borongan pada PT.
Jenggawah Jaya adalah :

Hak pekerja borongan

Dalam hal ini hak pekerja borongan berupa ;

a.

b.

jaminan kecelakaan kerja, yang diberikan apabila tenaga kerja
mengalami kecelakaan kerja atau kecelakaan yang berhubungan
dengan kerja atau penyakil akibat kerja;

jaminan kematian, diberikan apabila tenaga kerja meninggal dunia
bukan karena kecelakaan kerja dan masih dalam ikatan dengan proyek
yvang menjadi peserta JAMSOSTEK.

Kewajiban pekerja borongan

Kewajiban pekerja borongan terdapat pada lampiran perjanjian kontrak

kerja borongan, yaitu.

1)

2)

3)
4)

3)

6)

7)

8)

9)

menaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di
perusahaan;

menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang
menvangkut tentang ketenagakerjaan;

menyimpan rahasia perusahaan atau jabatan dengan sebaik-baiknya;
melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan
tanggung jawab;

bekerja dengan jujur, tertib, hemat dan bersemangat untuk kepentingan
perusahaan,

memehhara dan meningkatkan keutuhan kekompakan, persatuan dan
kesatuan karyawan;

menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

memperhatikan dan melaksanakan segala keteniuan perusahaan baik
yang langsung menyangkut tugas dan kewajibannya maupun yang
berlaku secara umum:

segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui adanya hal-

hal yang membahayakan/mengganggu kelancaran atau merugikan
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perusahaan terutama di bidang keamanan, keuangan dan material;

10)ymenggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan dengan
baik untuk kepentingan perusahaan;

11)menyerahkan kembali kepada perusahan semua surat-surat dan barang-
barang milik perusahaan yang dibawa setelah tidak adahubungan kerja
aktif dengan perusahaan;

12)memperhatikan dan menyelesaikan dengan scbaik-baiknya setiap
laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;

|3)menjaga keselamatan diri dan teman sekerja serta menggunakan

peralatan keselamatan kerja dalam sifat pekerjaannya mengharuskan
demikian.

Hak- hak dan kewajiban-kewajiban PT. Jenggawah Jaya tersebut
adalah:

Hak PT. Jenggawah Jaya Jember.

1) memberhentikan atau memecat pekerja borongan sesuai dengan
perjanjian vang disepakati bersama.

2) memperoleh hasil pekerjaan dari pekerja borongan sesuai dengan vang
disepakati bersama.

3) memindah dan memutasi pekerja borongan ke sub bagian lain,

b. Kewajiban PT. Jenggawah Jaya tersebut adalah -

1) mendaftarkan tenaga kerjanya termasuk pekerja borongan dalam
keanggotaan JAMSOSTEK sebelum menjalankan pekerjaannya sesuai
dengan perjanjian kerja borongan:

PT, Jenggawah Jaya mendaftarkan tenaga kerjanya termasuk tenaga
kerja borongan dalam JAMSOSTEK meliputi :

a) jaminan kecelakaan kerja, vang diberikan apabila tenaga kerja
mengalami kecelakaan kerja atau kecelakaan yang berhubungan dengan
kerja atau penyakit akibat kerja, hal ini sesuai dengan pasal 8 Undane-

Undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
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b) Jaminan kematian, yang diberikan apabila pekerja meninggal dunia
bukan karena kecelakaan kerja dan masih dalam ikatan dengan proyek |
yang menjadi peseita JAMSOSTEK, hal ini sesuai dengan pasal 12
Undang Undang nomeor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja.
2) memberikan kesempatan libur istirahat tahunan yang diberikan dalam
peringatan hari raya umat beragama, misalnya hari raya 1dul fitri, hari
natal, han raya nyepi, dan lain- lain; ‘
3) memberikan waktu istirahat kerja,

Pada PT. Jenggawah Java dalam satu hari karja terdapat dua(2) kali

waktu istirahat kerja, yaitu: pada pukul sembilan (9) pagi dan pada l
pukul dua belas (12) siang, masing-masing selama tiga puluh (30)
menit, jam kerja pada PT. Jenggawah Jaya mulai jam 08.00-15.00 WIB.
4) membayar upah pekerja sesuai dengan yang telah ditentukan dan tepat
pada waktunya, yaitu Rp. 1000.000 per sepuluh (10)hari kerja untuk
| 0(sepuluh) orang pekerja borongan,

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai hak dan kewajiban pekerja
borongan maupun PT. Jenggawah Jaya maka dapat kita ketahui bahwa apa
yang menjadi hak pekerja borongan merupakan kewajiban dari perusahaan,
begitu pula sebaliknya apa yang menjadi kewajiban pekerja merupakan hak
perusahaan.

Pelaksaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak
baik pihak PT. Jenggawah Jaya sebagai pihak pertama maupun pihak pekerja
sebagai pihak kedua tidak selalu dalam keadaan baik, pada waktu tertentu
terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu prestasi yang dilakukan oleh
salah satu pekerja borongan yang bernama Uswatun, wanprestasi yang
dilakukan oleh Uswatun terjadi pada tanggal 3 desember 2003 pada proses
pengepakan, vaitu dia tidak melakukan pengepakan yang seharusnya

dilakukannya sehingga menghambat proses pengiriman tembakau kepada
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calon pembeli, hal ini sangat merugikan pihak perusahaan yaitu PT.
Jenggawah Jaya.

3.3 Akibat Hukum Pekerja Vang Melakukan Wanprestasi di PT.
Jenggawah Jaya

Pelaksanaan suatu perjanjian tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya
wanprestasi oleh kedua belah pihak vang telah mengikatkan diri dalam suatu
perjanjian kerja borongan. Apabila pekerja tidak melakukan apa yang
dijanjikan maka dikatakan ia telah melakukan wanprestasi, dikatakan seorang
pekerja tersebut telah alpa, atau lalai atau ingkar janji atau melanggar
perjanjian, apabila seorang pekerja tersebut melakukan atau berbuat sesuatu
yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestas: berasal dari bahasa
Belanda yang berarti prestasi buruk. (Subekti, 2001:45)

Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang pekerja secara umum dapat
berupa empat (4) macam, yaitu:
1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
2. melaksanakan apa vang dijanjikannya tetapi tidak seperti yang

dijanjikannya,

('S}

melaksanakan apa yang diperjan; ikannya tetapi terlambat,
4. melaksanakan  sesuatu yang menurut perjanjian  tidak  boleh
dilakukannya.(Subekti, 2001 45)

Kelalaian atau kealpaan si pekerja tersebut sebagai pihak vang wajib
melaksanakan sesuatu, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman

Sanksi atau hukuman tersebut yang timbul karena adanya pekera
sebagai pihak yang melaksanakan sesuatu ada 4 macam vaitu :

Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh pihak pertama
(perusahaan) atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. Dalam istilah ganti
rugi dapat dikenali tiga unsur - biaya, rugi dan bunga yang dalam bahasa

Belanda disebut : Kosten, Schaden en interesten. (Subekti, 2001 47)
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Biaya atau Kosten adalah : segala pengeluaran atau pengongkosan vang
nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak(Subekti, 2001:47). Dalam hal ini
adalah PT. Jenggawah Jaya.

Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang perusahaan yang
diakibatkan oleh kelalaian pihak pekerja.(Subekti, 2001:47).

Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa
belanda = Winstderving), vang sudah dibayangkan serta dihitung oleh
perusahaan (Subekti, 2001 :47),

Code Civif (dalam bahasa Prancis) memperinci ganti rugi itu dalam dua
unsur vaitu dommages et interest. Dommages meliputi apa yang kita namakan
biaya dan rugi sebagaimana telah kita bicarakan diatas, sedangkan interest
adalah sama dengan bunga dalam arti kehj langan keuntungan.

Kedua, pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak
kembali kepada keadaan sebelum perjanjian dibuat. Jika suatu pihak sudah
menerima sesuatu dart pihak yang lam, baik itu barang maupun uang, maka
harus dikembalikan.

Hal perjanjian dibatalkan maka kedua belah pithak dibawa dalam
keadaan sebelum perjanjian diadakan. Pembatalan itu berlaku surut sampai
detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu
pihak harus dikembalikan pada pihak yang lainnya. (Subekti,2001-47)

Ketiga: peralihan risiko sebagai sanksi ketiga atas kelalalan scorang
debitur atau pekerja disebutkan dalam pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, yaitu risiko adalah kewajiban untuk memikul
kerugian jika terjadi diluar kesalahan salah satu pthak yang menimpa barang
vang menjadi obyek perjanjian itu. (Subekti, 2001 48)

Keempat: membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan didepan
hakim, hal ini tersimpul dalam pasal 181 ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa
“Pihak yang dikalahkan diwajibkan untuk membayar perkara” (Subekti,
2001:48)

Akibat hukum  bagi pekerja atau debitur yang telah melakukan
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wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum yang berupa:

1)

2)

3)

4)

5)

debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh
kreditur (pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata):

apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau
pembatalan perikatan melalui hakim (pasal 1266 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata);

dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur
sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) Kitab Undan g-undang
Hukum Perdata);

debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau
pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata);

debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka
pengadilan negeri, dan debitur dinyatakan bersalah
(Muhammad,2000:204),

Bentuk-bentuk wanprestasi vang dilakukan oleh pekerja pada PT,

Jenggawah Jaya (wawancara, 28 Desember 2003), yaitu;

d)

b)

Wanprestasi tidak melakukan yang telah ditentukan dalam perjanjian.
Pekerja yang dianggap melakukan wanprestasi seandainya 1a tidak
melakukan suatu pekerjaan vang telah ditentukan oleh kedua belah pihak
yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah ditetapkan. Misalnya dalam
perjanjian ditetapkan bahwa pekerja borongan melakukan pengepakan
tetapi pekerja tersebut tidak melakukan pengepakan.

Wanprestasi karena keterlambatan pelaksanaan suatu pekerjaan vang telah
ditetapkan.

Pekerja dianggap telah melakukan wanprestasi seandainya ia terlambat
dalam meiakukan suatu pekerjaan yang telah di tetapkan. Misalnya dalam
proses pengepakan tersebut perusahaan telah menentukan dalam waktu
dua hari seorang pekerja tersebut harus dapat menyelesaikan satu

pengepakan atau satu bal, tetapi dalam kenyataannya, pekerja tersebut
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tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya .

¢) Wanprestasi dalam hal adanya suatu kesalahan pekerja dalam melakukan '
suatu pekerjaan yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Misalnya
dalam proses menimbang, seorang pekerja salah atau lalai dalam ‘

menimbang tembakau.

Akibat hukum bagi pekerja vang melakukan Iwanprestasi pada PT.

Jenggawah Java Jember ( wawancara, 28 Desember 2003) adalah:

Terhadap kelalaian atau kealpaan seorang pekerja (sebagai pihak yang |

wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman,

yaitu: ‘
pekerja yang tidak memenuhi kewajibannya akan diberi sanksi |
administrasi berupa; ‘

a. surat peringatan, yang dimeksud dengan surat peringatan disini adalah
surat yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk memberikan
leguran atau peringatan kepada pekerja yaang telah melakukan
wanprestasi atau ingkar janji.

b. pemutusan hubungan kerja , maksudnya adalah jika terjadi wanprestasi
yang dilakukan oleh pekerja dan telah diberi surat peringatan oleh
pihak perusahaan sebanyak tiga kali dalam waktu dua minggu tetapi
pihak pekerja tetap tidak mengindahkan, maka pihak perusahaan dalam
hal ini PT. Jenggawah Jaya akan menindak tegas dengan memberi surat
pemutusan hubungan kerja.

Pemutusan hubungan kerja ini merupakan salah satu tindakan tegas dari

pihak perusahaan yaitu PT, Jenggawah Jaya sebagai akibat hukum bagi

pekerja borongan vang wanprestasi, pemutusan hubungan kerja vang

dilakukan PT Jenggawah Java disertai dengan uang pesangon.

Sesuai dengan ketentuan vang ada dalam KUHPerdata pada pasal 1603
angka 12 huruf o tentang alasan-alasan majikan memutuskan kerja terhadap

pekerjanya vang menvebutkan bahwa “apabila 1a karena sengaja atau
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sembrono telah menjadi tak mampu melakukan pekerjaannya”dan isi
perjanjian kerja borongan, maka bila pekerja melakukan wanprestasi terutama
dalam hal keterlambatan dalam melakukan pekerjaan atau prestasi yang telah
ditentukan, maka dikenai sanksi Terhadap hal tersebut PT. Jenggawah Jaya
akan memberi peringatan berupa teguran secara lisan dan bila telah diberi
peringatan hingga tiga kali dalam jangka waktu dua minggu pekerja tetap tidak
memenuhi prestasinya, pihak PT. Jenggawah Jaya berusaha menyelesaikan
dengan jalan damai melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila dengan jalan
damai tidak dapat diselesaikan, pekerja tersebut akan diberi sanksi seperti
tersebut diatas, vaitu: pemutusan hubungan kerja. hal ini sesuai dengan kasus
pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Jenggawah Jaya kepada
Uswatun(wawancara 28 desember 2003). Akibat telah melakukan wanprestasi
Uswatun diberi sanksi berupa pemutusan hubungan kerja yang disertai dengan
uang pesangon berupa dua bulan upah, hal ini sesuai dengan pasal 22 huruf b
Kep-105/Men/2000.

Uswatun vang melakukan wanprestasi oleh pthak perusahaan yaitu PT,
Jenggawah Jaya diberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja yang
disertal dengan uang pesangon berupa dua bulan upah,hal ini sesuai dengan
pasal 22 huruf b Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor Kep-
1O5/MEN/2000 dan penvelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di
perusahaan, vaitu: “masa kerja satu tahun atau lebih tetapt kurang dari dua
tahun dua bulan upah™ sanksi tersebut diberikan kepada Uswatun karena pada
hari atau kesempatan sebelumnya, Uswatun telah atau pernah melakukan
wanprestasi dengan melakukan kesalahan atau kelalaian vang sama vaitu: tidak
melakukan pengepakan yang seharusriya dilakukannya pada hari itu. Kelalaian
tersebut pernah dilakukan oleh Uswatun sebanyak tiga kali dan pada saat itu
pthak perusahaan telah mengingatkannya dengan memberi surat peringatan
sebanyak tiga kali dalam tenggang waktu dua minggu kepadanya tetapi pekerja

tersebut (Uswatun) tidak mengindahkan akhirmya perusahaan menindak tegas
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dengan memberikan surat pemutusan hubungan kerja.

Diatas telah dirinci bentuk-bentuk wanprestasi vang dilakukan oleh
pekerja borongan berikut contoh konkretnva, selama masa penelitian yang
dilakukan oleh penulis di PT Jenggawah Jaya, tidak terdapat wanprestasi yang
dilakukan oleh perusahaan yaitu PT. Jenggawah Jaya.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut

I, Hal yang melatar belakangi pekerja melakukan kerja borongan di PT,

Jenggawah Jaya adalah perjanjian kerja borongan yang telah dibuat
sebelumnya oleh kedua belah pihak vaitu PT, Jenggawah lJaya sebagai
pihak pertama dan para pekerja sebagai pihak kedua.

td

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak pada PT.

Jenggawah Jaya, hak-hak pekerja merupakan kewajiban-kewajiban |
perusahaan yaitu PT. Jenggawah Jaya dan begitu pula sebaliknya
kewayiban-kewajiban pekerja merupakan hak-hak PT Jenggawah Jaya.

3. Akibat hukum pekerja vang tidak melakukan prestasinya di PT. Jenggawah

Java adalah -

pekerja yang tidak melakukan prestasinya akan diberi sanksi administrasi

berupa surat peringatan dan atau pemutusan hubungan kerja yvang disertai

dengan uang pesangon sesuai dengan pasal 156 ayat (1) undang-undang

nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan diatas, maka penulis
mengajukan saran sebagai berikut:

I Hendaknva pihak pekerja dalam membuat suatu perjanjian kerja borongan
haruslah di teliti dahulu atau di cermati terlebih dahulu apakah pekerjaan
tersebut tidak menyulitkannya baik dari segi waktu maupun dari segi
kapasitas kerja sehingga dalam bekerja nanti, dapat dilaksanakan dengan
baik atau tidak akan terjadi wanprestasi dikarenakan pekerjaan tersebut

terlalu menyulitkan bagi pekerja.
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Hendaknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak ,
baik itu pihak pekerja maupun pihak perusahaan harus berjalan seim bang,
dalam arti menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang merasa di
rugikan.

Hendaknya para pekerja menaati segala peraturan atau ketentuan-

ketentuan yang termuat dalam perjanjian kerja vang telah mereka buat dan
sepakati bersama.
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2ar dapat dipergunakan sebagaimana
mEslnya.

Jcmb-:r- 13 Februari 2004
PT JENGGAWAH .IAYA
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PT. JENGGAWAH JAYA

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU KARYAWAN BORONGAN
TAHUN 2003

Yang bertanda tangan di bawah ini :

. Nama :1Ir. H, M. Erlambang B.D.M., MM.
Jabatan ! Direktur PT, Jenggawah Jaya
Alamat ' Jalan Letjen Sutoyo No. 75 Jember
Dan selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : H. Sueb
Jabalan : Direktur CV. Utama Jaya
Alamat + Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Dan selanjutnya disebut Pihak Kedua

1

Menyatakan, bahwa baik Pihak I{:satu maupun Pihak Kedua bersepakat untuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan di bawah ini sebagai berikut :

PASAL]
STATUS HUBUNGAN KERJA
1. Pihak Kedua bersedia bekerja pada Pihok Kesatu selama tahun 2003. dan tidak diperbolehkan
mewakilkan atau menggantikar pekerjaannya kepada orang lain.
2. Kesepatakan kerja waktu lerienty inj selama tahun 2003 dimulai tanggal 20 Januari 2003 sampa
dengan 31 Desember Tahun 2003, Vs
3. Pihak Kedus vang telah bekerja penuh selama tahun Zﬂt}% (2) yang memenuhi persyaratan
penerimaan yang ditentukan oleh Pihak Kesatu akan diberi prioritas pertama untuk dipekerjakan
kembali pada tahun berikutnya, bila formasinya masih memungkinkan dan kondisinya dinilai baik.
4. Pihak Kedua yang dipuluskan hubungan kerjanya oleh Pihak Kesaty karens melakukan

pelanggaran tata tertib perusahaan, tidak akan diberi kesempatan untuk diterima kembali bekena
pada tahun berikutnya.

PASAL2

1. Pihak Kedua akan dibayar upahnya secara borongan oleh Pihak Kesaty menurut SKB Mentan dan
Menaker RI. No. 216/Kpst'TU.410/3/96 tanggal 1 April 1996

Kep. 50/Men/96
Tarif pengupahan di Ayat (1) dilampirkan pada kesepalkatan kerja ini,

2

PASAL3
Apabila produksi tidak mencapai tirget sebugaimana yang ditentukan oleh Pihak Kesuty, Pihak Kedua
akan memberi ganti rugi seperti yang terlampir

PASAL 4
1. Pedoman teknis pelaksanaan kerje diberikan oleh Pihak Kesatu untuk dilaksanakan oleh Pihak
Kedua.

2. Pedoman tersebut di ayat (1) dilampirkan pada kesepakatan kerja ini untuk dipahami dan dihayati
ofeh kedua belah pihak agar pelaksanaan dapat begalan lancar.

PASAL S
Apabila Pihak Kedya mendapat kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, maka
kepada Pihak Kedua diterlakukan dilakukan ketentuan-ketentuan pada peraturan Menteri Tenaga Kenja
RI. No. PER-03/MEN/1994 tanggal 23 Apustus 1994 tentang penyelengparaan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas dan Tenaga Kerja Boronpan.
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PASAL 6
l. Pihak Kedua akan menlaati sepala ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT. Jenggawah Jaya
ermasuk mentaati segala perintah atasannya yang bertindak atas kuasa Pihak Kesatu,
2. Ketentuan-ketentuan di ayat (1) adalah tata tertib atay disiplin kerja dilengkapi pula dengan sanksi-
sanksinya yang dilampirkan pada Kesepatakan Kerja ini.

PASAL 7
1. Bilamana terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Kesepakatan Kerja ini, maka kedua belah
pihak akan menyelesaikannya secara musyawaah untuk mencapai mufakat.
Ketentuan-ketentuan di ayat (1) tidak dapat dicapai kesepatakan bersama, kedua belzh pihak

bersepakat untuk meminta bantuan atau Jasa-jasa baik dan Kantor Departemen Tenaga Kerja
selempat,

{29 ]

PASAL S
l. Apabila dalam Kesepakatan Kerja ini ternyata ada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-
kelentuan Peraturan Perundang-undangan, Ketenagakerjaan yang berlaku, maka kedua belah pihak
harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Perusahaan Karyawan Tetap dan Borongan PT.
Jengpawah Jaya,
Kelenaluan lain yang belum diatur dalam Kesepakalan Kerja ini akan dilengkapi oleh Pihak Kesaty

dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan vang
berlaku l

o]

Demikian Kesepakatan Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan
sehat jasmani dan sorhani tanpa ada unsur paxsaan dari manapun,

Jember, 20 Januari 2003
PT. JENGGAWAH JAYA JEMBER

Pihak Redua Pihak Kesaty

H. Sueb Ir. H. M, Erlambang B.D.M, MM,
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SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
No. 01/Kont/SDM/V/2003

PERERJAAN BORONGAN PENGEMASAN TEMBAKAU
PT. JENGGAWAH JAYA

Pada han ini Senin Tangeal 20 Januari, yang bertandatangan dibawah ini:

l. Ir, HM Erlambang BDMM, ! Direktur PT. Jenpgawah Jaya, alamat Jalan Letjen Sutoyo
No. 75 Jember, dalam hal ini bertindak dan atas nama
PT, Jenggawah Jaya. Selanjumya disebut Pihak Kesatu,

2. H. Sueb . Direktur CV. Utama Jaya, alamat Dese Wonojati Kecamatan
Jenggawah Kabupaten Jember, Dalam hal ini bertindzk atas
nama CV. Utama Jaya. Selanjutnya disebut sebagai Pihak
Kedua,

Pihuk Kesalu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian bersama di bidang pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN
Pihak Kesatu memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi
pelaksanaan tersebut berupa pengepakan tembakau untuk 10 (orang) pekerja.

Pasal 2
WAKTU DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
l. Pelaksanaan pekerjaan pada pasal 1 diatas dilukukan selama proses pengiriman tembakau tahun
2003 termasuk har Mingpu,
2. Pekerjaan insidentil lain yang diperlukan Pihak Kesatu,

Pasal 3
_ BIAYA DAN PEMBAYARAN
Jumlah biaya borongan yang akan dibayar oleh Pihak Kesatu sebesar Rp. 3.000.000 - (tiga jula rupiakh)

;ctiap b_ulan. Pelaksanaan pembayaran dilaksanakan setiap sepuluh hari sebesar Rp, 1.000,000,- (satu
Jutd rupiah) / sepuluh hari.

Pasal 4
FORCE MAJUERE

Apabila masa pekerjaan terjadi force majuere yang dibuktikan dengan berita acara dari Pihak Kedua
kepada Pihak Kesatu, maka pihak Kedua akan dibebaskan dari denda.

dapun yang dikategorikan dalam force majuere sebagai berikut |
1. Bencana alam, banjir, gempa bumi, angin topan dan scbagainya,

2. Hujan terus menerus sehingga Pihak Kedua menunda dan tidak dupat j i ;
sesuai dengan perjanjian, o 5 pat melanjutkan pekerjaan yang

Tindakan Pihak Kesatu yang menyebabkan Pihak Kedua menunda pekerjaan tersebut.

Bila terjudi peristiwa tersebut maka Pihak Kedus diwgjibkan membukiikan kepada Pihak Kesgatu
secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

L

Puasul 5
PERTANGGUNG JAWABAN

Pihuk Kedus bertangpung jawab terhadap pekerja bila terjadi kecelakaan

kera deng o
akibatnya. erja dengan sepala
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Pasal 6
MASA BERLAKU
I Perjagjian ini berlaku selama tahun 2003 terhitung mulai 20 Januari 2003 sampai dengan 31
Desember 2003,
2. Perjanjian ini dapal diperpanjang atau diputuskan atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak
dengan memberitahukan terlebih dahulu paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PERSELISIHAN
Apabila timbul perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan
menyelesaikan dengan musyawarah.
2. Apabila dengan musyawarah perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka

akan diupayakan melalui jalur hukwn dengan memilih domisili yang telah ditetapkan yaitu
Penpadilan MNegen Jember.

Pasal 8
LAIN-LAIN
Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini atas
persetujuan kedua belah pihak akan ditetapkan dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ind,

Pasal 9
N . PENUTUP
Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) diantaranya bermalera:

cukup masing-masing untuk Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

Ditetapkan : PT. Jenggawah Jaya Jember
Pada Tanggal : 20 Januari 2003

Pihak Kedua Pihak Kesatu
PT. JENGGAWAH JAYA JEMBER

H. SUER IR H. M. ERLAMBANG B.D.M., MM.
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TATA TERTIB

Lampiran Kontrak Borongan
L Kewajiban Tenaga Kerja Boronygaen

FR Ao o0 o e

a

b.

=

b.

&

Memzati peraturan-peraturan dan kelentuan-ketentuan yang berlaku di perusabipan,

Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnys yeng menyangkut ketenaga kerjean

Menyimpan rahasis perusahaan atsu jabatan dengan sebaiki-beikinya.

Melsksanakan tupasnya dengan penul pengabiien, kesaderan dan tangpuny jawab,

Bekerja dengan jujur, tertib, hemat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan.

Memelihera dan meningkatkan keutuhan » kekompakan, persatuan dan kesatuas karyawan,

Menciptakan dan memelihara suasana keda yan g beik.

Memperhatiken dan nelaksanekan segala kelentuan perusahaan balk yang langsung menyengkul lugss dun
kewajibannya masupun yung berluky secara umum.

Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan dengan baik untuk kepentingan perusahaan.

Sepera melaporkan kepada alasannya spabila mengetabui adanya hal-hal yang membahayakan atau mengganggu
kelancaran ateu merugiken perusahaan terutama di bidang keamanan, keuangen dan material

Menyerahiken kembali kepada perusahasn semua surat-surat dan barang-barang millk perusahean yang dibawa
sebelah lidek adu bubungan kerju wkaif dengan perusshaan,

Memperhutikun dan menyelesaikun cengan sedaik-baiknya setisp laporan yang diterima mengenal pelanguran
distplin.

Merjaga keselametan difi dan teman sekeda  serta menggunakan peralatan keselamatan kerja dalam sifar
pekerjaennys mengherusken demikian. r

Lurangan Tenagy Kerja Burongin

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketertuan di bawuh ini merupakan kesalahan berar adalah sebapal herkut ;

{)  Pada saat hubungan kera stay perjanjien kere diadekun memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan.

2} Mubuk, madat, memakei obat bius aray nezkotik, memakai obet-gbatan terlarang lainnya dan berjudi di tempat
keija

31 Melukiukan perbustun asusila di Lempit kega.

4} Melakukan tindak kejahatan nuszlaya mencurl, menggelapkan, menipy, memperdagangkan barang-barang
terlarang baik di dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan,

3 Melakukan penganisyaan [(antara lain pemukulan, berkelahi dan sebaguinya), menghini secara kasar argy
mengancam bawehan, teman sekerja, atasan, plinpinan steu keluarganys,

&} Mempengaruhi, membujuk pitipinan stau bawalan, temen seherje unluk  melakukon  sesuy WL
bertentanyan dengun hukum yany berluky

7) Dengan sengaja stau cerobgh mervsek, meruplkan atau memblarkannya dalam keadaan bahaya milik
perusahaan.

) Dengsn sengajs stau kecercbohannya merusak, merugikan atul membisrkannya dir atay lemannys dalam
keedaun buhaya,

%) Membongksr ruhasia perusidhian wtsu mencemarkan nama baik pengusahu, keluarganya, yvany seharisnya
dirghasikan, kecuali untuk kepentingan perusahaan,

10) Membawa atau menggunakan barang-barasg milik perusehaan tanpa ljin pimpinen perusehaan,

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di bawah ini dan termasuk kesalshan ringan adalih sebagai berileur ;

1) Menolek dan menasti perintal ates penugasan yang layak welaupun telah diperingatkar,

2} Denpan tiduk sengujs utay kelalaiun/alpy menpukibutkan dirinya tidak dupat menjaluskan 1ugas pekergaun dan
tanggung jawab yang dilierikan kepadanya.

31 Tidak cakap melakukan pekerjain

Sunksi

Karyawan yang tidak memenuhi kewajiban akan dikenakas sanksi stag lukuman berupa

1) Surat peringacin

2)  Pemutusan Hublngan Kera

Pelangyuran terhudap ketentuan larangan, Perusahyun dapat menganbil tindakan

1) Diputuskan keranys tidak dengan hormat tanpa tuendapatkan ganti rugi dari perugabizan,

Tenags Borongan tidek masuk kerja dolam wakiy sedikit-dikitaya 6 (enam) hari kerja berturut-turut tanpa disertai
kelerangun yang jelas dan secars terruills dengen buktl-buke yang suh dam releh dipanggil aleh Pengusnha
karyawan dianggap mengundurkan diri,
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